
13 
 

BAB II 

 

A. Tindak Pidana  

A. Pengertian Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu “Strafbaar feit”9. Secara etimolgis (bahasa) pengertian tindak pidana 

adalah suatu tindak kejahatan, jika dilihat segi hukum mengenai perbuatan-perbuatan dan 

pelanggaran-pelanggaran terhadap penguasa10.Perkataan “feit”itu sendiri dalam bahas 

belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan”,sedangkan “straffbaar”berarti dapat 

dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan 

sebagai ”sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sudah barang tentu tidak 

tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya 

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun 

tindakan.Sedangkan secara pengertian terminologis (istilah), kata tindak pidana memiliki 

banyak pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum sebagai 

berikut : 

a) Menurut Prof. Meoeljanto,SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

perbuatan (tindak) pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana 

dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar 

larangan-larangan tersebut)11. 

 

9 Chazawi,Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan 
dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada: 2002), Cet ke I, h. 67 
10 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 750. 
11 Meljanto, Asas-asas Hukum Pidana ( Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002), , hal. 2 
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b) Profesor Simons, merumuskan bahwa “Een Strafbaar Feit” adalah handeling 

(tindak atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

bertentangan dengan hukum (onrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) 

oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.12 Kemudian beliau membaginya 

dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang 

dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur 

subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab 

(teorekenings vatbar) dari petindak. 

c) Sedangkan menurut R. Tresna, merumuskan atau memberikan definisi perihal 

peristiwa (tindak) pidana menyatakan bahwa, “Peristiwa (tindak) pidana itu 

adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap 

perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”Dari pengertian di atas 

selanjutnya, tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa (tindak) pidana itu 

mempunyai beberapa syarat, yaitu: 

1) Harus ada suatu pebuatan manusia,  

2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum,  

3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus 

dipertanggungjawabkan,  

4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum,  

5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-

undang.13 

12 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta, Storia 
Grafika, 2002), hal. 202 
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, h. 72 

                                                           

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



15 
 

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana dari para ahli tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang 

mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas 

dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. 

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya 

merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III 

melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam 

perundang-undangan secara keseluruhan. 

2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 

delicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten). Tindak pidana formil adalah 

tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. 

Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang 

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja 

(dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak 

pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: 

Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa 

orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik 

kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 

KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur 

dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. 
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4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga 

disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan 

dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 

KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi 

tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang 

dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.Tindak 

Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana 

positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung 

unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.14 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan 

tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak 

pidana aktif dan pasif. 

Kekhususan lain dari istilah pidana termasuk dalam hal bentuk atau jenis 

sanksi/hukumannya, dimana sifat nestapa atau penderitaan lebih menonjol bila 

dibandingkan dengan bentuk hukuman yang dimiliki oleh aspek hukum lain. Bahkan para 

ahli hukum pidana ada yang mengatakan, bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi 

istimewa. Dikatakan pula bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. 

Yaitu suatu nestapa yang sifatnya mencelakakan/menderitakan yang sudah tentu 

membuat si terpidana menjadi tidak enak. Pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada 

14 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana hal. 25-27 
                                                           

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



17 
 

waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya yang 

berupa”cap” atau “label” atau “stigma” dari masyarakat. 

1) Unsur-unsur Tindak Pidana  

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan 

bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang 

merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:15 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);  

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;  

d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan  

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.  

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada 

unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. 

Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya 

dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif. 

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu di bedakan dalam dua macam, 

yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 

A. Unsur Objektif 

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. 

Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku 

itu harus dilakukan.16 

 

15 Moeljatno, Op.Cit., hlm. 69   
16 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 184   
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Unsur objektif ini meliputi: 

1. Perbuatan atau kelakuan manusia Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif 

(berbuat sesuatu), misalnya: membunuh – Pasal 338 KUHP; menganiaya – Pasal 351 

KUHP; mencuri – Pasal 362 KUHP; menggelapkan – Psal 372 KUHP; dan lain-lain. 

Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melaporkan kepada 

yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu 

permufakatan jahat. 

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil 

atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya: pembunuhan – Pasal 338 KUHP; 

penganiayaan – Pasal 351 KUHP; Penipuan – Pasal 378 KUHP; dan lain-lain.  

3. Unsur melawan hukum : Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum 

(wederrechtelijkheid-rechtsdrigkeit), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan 

tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam 

KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa 

delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti: dengan melawan hukum 

merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan 

hukum – Pasal 362 KUHP;  

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana : Ada beberapa tindak pidana yang 

untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang 

menyertainya, seperti: penghasutan – Pasal 160 KUHP; melanggar kesusilaan – Pasal 

282 KUHP; pengemisan – Pasal 504 KUHP; mabuk – Pasal 536 KUHP. Unsur-unsur 

tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka 

disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.17 

17  Sofjan Sastrawidjaja, Op. Cit., hlm. 118. 
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5. Unsur yang memberatkan pidana : Hal ini terdapat dalam delik-delik yang 

dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka 

ancaman pidanannya diperberat. Seperti: merampas kemerdekaan seseorang – Pasal 

333 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun – ayat (1), jika 

perbuatan itu megakibatkan luka-luka berat berta ancaman pidananya diperberat 

menjadi paling lama 9 tahun – ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman 

pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – ayat (3); 

penganiayaan – Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 

8 bulan – ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat berat 

ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun – ayat (2), jika 

mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun – 

ayat (3) dan lain-lain. 

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana : Hal ini misalnya: dengan suka rela 

masuk tentara negara asing, yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan 

Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang – Pasal 123 

KUHP tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, 

jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat 

dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan – Pasal 164 dan 165 KUHP; membujuk 

atau membantu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat dipidana kalau 

orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP; tidak memberi pertolongan kepada 

orang yang sedang menghadapi maut, pelakunya hanya dapat dipidana jika kemudian 

orang itu meninggal dunia – Pasal 531 KUHP. Unsur-unsur tambahan tersebut 

adalah: jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP; jika kejahatan itu jadi dilakukan 
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– Pasal 164 dan 165 KUHP; kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP, jika 

kemudian orang itu meninggal dunia – Pasal 531 KUHP.18 

B.Unsur subjektif 

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. 

Unsur subjektif ini meliputi: 

1. Kesengajaan (dolus) : Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan – Pasal 

281 KUHP; merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP; pembunuhan – Pasal 338 

KUHP; dan lain-lain.  

2. Kealpaan (culpa) : Hal ini terdapat, seperti dalam: dirampas kemerdekaan – Pasal 334 

KUHP; menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP; dan lain-lain.  

3. Niat (voornemen) : Hal ini terdapat dalam percobaan (poging) – Pasal 53 KUHP.  

4. Maksud (oogmerk) : Hal ini terdapat, seperti dalam : pencurian – Pasal 362 KUHP; 

pemerasan – Pasal 368 KUHP; penipuan – Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.  

5. Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade) : Hal in terdapat, seperti 

dalam : pembunuhan dengan rencana – Pasal 340 KHUP; membunuh anak sendiri 

dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.  

6. Perasaan takut (vrees) : Hal ini terdapat, seperti dalam : membuang anak sendiri – 

Pasal 308 KUHP; membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP; membunuh anak 

sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.19 

3) Pembagian Tindak Pidana (Delik)  

Dalam hukum pidana, tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas berbagai pembagian 

tertentu, yaitu: 20 

 

18 Sofjan Sastrawidjaja, Op. Cit., hlm. 120. 
19 Sofjan Sastrawidjaja, Op. Cit., hlm. 122 
20 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm. 69.   
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A. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran  

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan 

pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik 

yang disebut kejahatan (misdrijven), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang 

disebut pelanggaran (overtredingen). 

B. Delik Hukum dan Delik Undang-undang  

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dengan delik pelanggaran 

adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang.38 Delik hukum 

(rechtsdelict) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan 

hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannyadalam undang-undang. 

Contohnya adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca 

undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan 

danpencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-

perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (rechtsdelict), ditempatkan 

dalam buku II KUHP tentang Kejahatan.  

Delik undang-undang (wetsdelict) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti 

diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang 

ke dalam suatu undnag-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 

504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum 

merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-

perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (wetsdelict), 

ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran. 
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C. Delik Formal dan Delik Materil  

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya 

tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya 

Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka 

perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Sedangkan delik materil ialah delik yang 

dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang diancam dengan hukuman 

oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nanti ada 

pembunuhan sebagai delik selesaisetelah adanya orang yang mati.21 

D. Delik Komisi dan Delik Omisi  

Delik komisi (commissie delict) adalah delik yang mengancamkan pidana 

terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang 

melakukan suatu perbuatan (handelen) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan 

norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal 

pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu 

barang. 

Delik omisi (ommissie delict) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap 

sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat 

(nalaten) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh 

norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang 

yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 

531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong. 

 

 

 

21 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 213.   
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E. Delik Sengaja (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa)  

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 KUHP: 

“dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik culpa, orang 

juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut 

Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena 

kealpaannya.  

F. Delik aduan. 

Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang 

lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh:Pasal 284 mengenai 

perzinaan atauPasal 310 mengenai Penghinaan. 

G. Delik politik. 

Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan 

negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai 

pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah. 

4) Pertanggung jawaban Tindak Pidana  

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 

teoekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku 

dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 

dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak 

pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah 

tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah 

ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada 
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hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak‟ suatu perbuatan tertentu.22 

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang 

melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkanperbuatan sesuai dengan 

kesalahannya.48Dasar pertanggungjawabanadalah kesalahan yang terdapat pada jiwa 

pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan 

kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya 

dengan hubungan batin inilah makaperbuatan yang dilarang itu dapat 

dipertanggungjawabkan pada si pelaku.Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat 

Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan 

yakni: 

1) Mampu bertanggung jawab; 

2) Mempunyai kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa); dan 

3) Tidak adanya alasan pemaaf. 

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut : 

1. Kemampuan bertanggung jawab Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya 

kemampuan bertanggung jawab harus ada : 

a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal); dan 

b) Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya 

(perasaan/kehendak)   

22 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana 
Tanpa Kesalahan, dikutip dari Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2011, hlm. 156.   
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2. Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (culpa) 

A. Kesengajaan, ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori 

kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. 

1) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-

unsur delik dalam rumusan undang-undang. Contoh A mengarahkan pisau kepada 

B dan A menusuk hingga B mati ;A adalah sengaja apabila A benar-benar 

menghendaki kematian B. 

2) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin 

dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, 

mengharapkan dan membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja apabila suatu 

akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud 

tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan 

bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. 

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni 

sebagai berikut :23 

1) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila 

pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat 

sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka 

sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. 

2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya 

harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga. 

 

23 P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti. 1987, hlm. 116. 
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3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat 

ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. 

B. Kealpaan (culpa) Culpa terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat 

didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan 

itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun 

pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang 

oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. 

Dalam culpa atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai 

kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan 

adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat 

yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang.Pada umumnya, kealpaan (culpa) 

dibedakan atas :  

1. Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga 

akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja 

timbul akibat tersebut. 

2. Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga 

akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya 

memperhitungkan akan suatu akibat. 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang 

itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 

hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-

undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan 

pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu 
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orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut 

harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut 

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.24 

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah 

sebagaimana diuraikan dibawah ini: 25 

1) Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai 

pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.  

2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.  

3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.  

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah 

sebagai berikut:26 

1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari 

perbuatannya; 

2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan 

adalah dilarang; dan  

3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya 

 

 

 

24 Sudarto, Hukum Pidana I, dikutip dari Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 156-157.   
25 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, dikutip dari Amir Ilyas, Asas-asas Hukum 
Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, 
Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 74.   
26 P.A.F. Lamintang, Op. Cit., hlm. 397.   
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B. Ujaran Kebencian 

A. Pengertian Ujaran Kebencian  

Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan 

oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan 

kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, 

gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.27 

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan 

Surat Edaran51 Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian 

(hate speech). Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, maka 

Polri memiliki pedoman dalam bertindak ketika menangani kasus ujaran kebencian. Polri 

tidak lagi ragu-ragu untuk bertindak dan bisa memilah apa yang disebut dengan ujaran 

kebencian dan yang bukan.  

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Penanganan Ujaran Kebencian adalah 

untuk penanganan permaslaahan kebencian yang semakin marak dan kurang terantisipasi 

oleh aparat Kepolisian, khususnya dari tingkat yang paling bawah. Surat Edaran 

Penanganan Ujaran Kebencian adalah panduan teknis aparatur kepolisian dari tingkat 

yang paling bawah, agar: 28 

a) Menyadari bahaya ujaran kebencian, baik terhadap persatuan dan kesatuan, maupun 

terhadap perlindungan bagi kelompok minoritas.  

b) Mampu mendeteksi gejala ujaran kebencian yang marak di tengah-tengah 

masyarakat.  

 

27 Admin, Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), terdapat dalam 
http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html  di akses tanggal 20 
oktober 2019 
28 Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma‟ruf, “Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/x/2015 
tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan”, 
Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 1. No. 1, September 2017, hlm. 63, terdapat dalam 
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/1906/1450  di akses tanggal 20 oktober 2019 
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c) Mampu mengambil langkah yang tepat, baik secara preventif maupun penegakan, 

untuk mengatasi ujaran kebencian, dengan mengunakan kewenangan yang dimiliki 

serta ketentuan pidana yang berlaku.  

Berlakunya Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian juga memperlihatkan 

keseriusan Pemerintah dan Kapolri untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian untuk 

penegakan Hukum di Indonesia. Dalam Hukum Pidana memuat ketentuan mengenai 

perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta 

ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum 

pidana. 

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana 

yang terkait dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok 

ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat 

di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 jis. 

Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik dan 

Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.  

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan 

ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula 

beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 

156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.  

Berikut ini beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang 

yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech): 
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A. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu: 

1. Pasal 156 KUHP:  

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah.”  

2. Pasal 156a KUHP:  

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja 

di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:  

a) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;  

b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang tidak 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

3. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:  

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan 

di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencan 

atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan 

maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling 

lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah.  

2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannyamenjadi 

tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang 

menjalankan pencarian tersebut.”  
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4. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:  

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, 

diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan 

atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. 

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 

dilakukan demi kepentingnan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”  

5. Pasal 311 ayat (1):  

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk 

membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan 

dilakukakn bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 

B. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: 

a) Pasal 28 ayat (1) dan (2):  

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”  
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b) Pasal 45 ayat (2):  

2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 

atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.00.000.000,00 (satu miliar rupiah).”  

C. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik:  

a) Pasal 45A ayat (2):  

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).”  

D. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:  

1) Pasal 4 sub b: “Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan 

ras dan etnis yang berupa perbuatan:   

a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di 

tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;  

b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau 

tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;  

c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat 

umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau  
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d)  melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, 

pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi 

ras dan etnis.”  

2) Pasal 16: “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci 

kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah).” 

B. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian  

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang 

berbentuk antara lain:29 

a. Penghinaan;  

b. Pencemaran nama baik;  

c. Penistaan;  

d. Perbuatan tidak menyenangkan;  

e. Memprovokasi;  

f. Menghasut;  

g. Penyebaran berita bohong;  

Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.  

29   Hate Speech, https://hatespeechgroup.wordpress.com,  
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A. Penghinaan  

Penghinaaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan itu 

ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, 

keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan 

disabilitas (difabel), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa 

hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.30 Penghinaan ini 

terdapat dalam rumusan Pasal 315 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi:  

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau 

pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan 

atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan 

surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, 

dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak 

tiga ratus rupiah.”  

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika tuduhan itu tidak hanya 

dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun 

tidak langsung, tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan atau nama baik seseorang 

berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, 

antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, 

ekspresi gender serta tuduhan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, 

permusuhan atau kekerasan. 

30 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm. 14   
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Penghinaan berupa fitnah terdapat dalam rumusan Pasal 311 KUHP jo. UU No. 

12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan 

Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 311 

KUHP berbunyi:  

1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal 

dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak 

membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, 

maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun. 

2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.” 31 

B. Pencemaran Nama Baik  

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan 

tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan 

kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran 

keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang 

dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta serangan berupa 

hasutan untuk melakukan diskriminasi permusuhan atau kekerasan.Pencemaran nama 

baik terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat 

(2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi:  

1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan 

menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, 

diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 

dena paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau 

31 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm.15 
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gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang 

bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidanapenjara paling lama satu tahun 

empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan 

pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi 

kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.” 32 

C. Penistaan  

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang 

dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah 

dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan 

menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu 

dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang 

dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, 

menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup degan perbuatan biasa, sudah tentu suatu 

perbuatan yang memalukan.33 Sedangkan penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 

310 ayat (2) KUHP.34 Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan 

dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. 

Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan 

dilakukan dengan surat atau gambar. 

D. Perbuatan Tidak menyenangkan  

Perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Karena 

Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUU-XI/2013 telah menghapus kekuatan 

mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” 

32 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm.14 
33 Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.   
34 Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana   
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dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbutan tidak menyenangkan 

tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.35  

E. Memprovokasi  

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada 

rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan 

permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan 

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam 

pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, 

tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.36  

F. Menghasut  

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan 

atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” 

tersimpul sifat “dengan sengaja”. Mengahsut itu lebih keras daripada “memikat” atau 

“membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.37 Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 

160 KUHP. 

G. Penyebaran Berita Bohong  

Menurut R. Soesilo, Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau 

kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang 

sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga 

menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.38  

 

35 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm. 15.   
36 Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana   
37 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, 
Bogor, 1991, hlm. 136.   
38 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, 
Bogor, 1991, hlm. 269 
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C. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian  

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran 

kebencian (hate speech) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian dari Ujaran 

Kebencian (hate speech), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur Ujaran 

Kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian:  

a) Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung; 

b) Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, 

keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum 

difabel, dan orientasi seksual;  

c) Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; 39 

Penjelasan tentang unsur-unsur ujaran kebencian:  

A. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua 

makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:  

1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, 

menulis, dan menggambar.  

2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita 

anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar 

perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.  

B. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang 

mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau 

pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di 

bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.  

 

39 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm. 9.   
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C. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.  

D. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua 

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan 

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial 

sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan 

nasional.  

E. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan 

diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan 

ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu 

dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara 

lain: 

1) Intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk 

menghasut;  

2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.  

F. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. 

Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, 

dan lain-lain. 

D. Alat Ujaran Kebencian  

Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu: 

Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat dilakukan melalui berbagai media atau 

sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:40  

 

40 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm.11 
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A. Kampanye, Baik Berupa Orasi Maupun TulisanMenyatakan pikiran didepan 

umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan 

kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.  

B. Spanduk atau Banner Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai 

dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung 

pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang 

agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. 

C. Jejaring Media SosialUjaran Kebencian (HateSpeech) yang dilakukan melalui 

media massa cetak atau elektronik, yaitu:  

1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan 

pencemaran nama baik. 

2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras 

dan antar golongan. 

D. Penyampaian Pendapat di Muka Umum Menyatakan pikiran di depan umum, 

dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau 

permusuhan. 

E. Ceramah Keagamaan Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi 

atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab 

suci. 

F. Media Massa Cetak atau Elektronik Mendistribusikan atau mentransmisi kan dan 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.  
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G. Pamflet Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang disertai 

dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau 

penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, 

diskriminasi atau permusuhan. 

E. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian 

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan 

sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan 

teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam 

masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu 

yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini 

membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas 

kejahatan. 

 Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan Hate 

Speech.Ujaran Kebencian (Hate Speech)dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, 

pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, 

menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, 

baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melaui media terutama media 

sosial.  

Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang megandung 

unsur-unsur Ujaran Kebencian (Hate Speech),sebagai berikut:41 

A. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua 

makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu: 

 

41 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm.15 
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1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misalnya: 

Pidato, menulis, menggambar. 

2) Tindakan tersebut ditunjukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita 

anjurkan atau sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak 

sekedar perbuatan satu kali yang langsung tunjukan kepada target sasaran. 

B. Diskriminasi Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang 

mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau 

pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan 

dibidang sipil, politik, elonomi, sosial, dan budaya. 

C. Kekerasan Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis. 

D. Konflik sosial Perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua 

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan 

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan mengahmbat 

pembangunan nasional. 

E. MenghasutMendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan 

diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. 

F. Sarana Segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. 

Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil 

dan lain-lain. 

C. Media Sosial 

1. Pengertiaan Media Sosial 

Pengungkapan kata ‘media” bisa dipahami dengan melihat dari proses 

komunikasi itu sendiri, proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal, yaitu objek, 

organ dan medium. Saat menyaksikan sebuah program di televisi, televisi adalah 
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obyeknya dan mata adalah organ. Perantara antara televisi dan mata adalah gambar atau 

visual. Contoh sederhana ini membuktikan bahwa media merupakan 32 wadah untuk 

membawa pesan dari proses komunikasi.42 Kata “sosial” dalam media sosial secara teori 

semestiya didekati oleh ranah sosiologi. Bahkan, dalam teori sosiologi disebutkan bahwa 

media pada dasarnya adalah sosial karena media merupakan bagian dari masyarakat dan 

aspek dari masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk perangkat teknologi yang 

digunakan. Secara teori, ketika membahas kata “sosial”, ada kesepahaman bahwa 

individu-individu yang ada di dalam komunitas itu tidak hanya berada dalam sebuah 

lingkungan. Anggota komunitas harus berkolaborasi hingga bekerja sama karena inilah 

karakter dari sosial itu sendiri. Karena itu, tidak mudah memahami sosial dalam 

kaitannya dengan media sosial. 

Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media siber. Karena 

itu, melihat media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki 

oleh media siber. Namun media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki 

oleh beberapa jenis media siber lainnya.Adapun karakteristik media sosial, yaitu:43 

A. Jaringan (Network) Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial 

terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. 

Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya. Tidak 

peduli apakah didunia nyata (offline) antarpengguna itu saling kenal atau tidak, 

namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk 

terhubung secara mekanisme teknologi. 

 

42 Rulli Nasrullah, Media Sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi,  hal. 3 
43 Rulli Nasrullah, Media Sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi,  hal. 15 
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B. Informasi (Information) Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. 

Karena tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial 

mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan 

interaksi berdasarkan informasi. Pada lain sisi, industri media sosial, seperti 

perusahaan yang membuat facebook atau twitter, juga menggunakan informasi 

sebagai sumber daya. Terlepas dari adanya campur tangan pihak ketiga, misalnya 

pengiklan atau pemilik saham, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan 

informasi dari pengguna dan atau informasi pengguna itu sendiri sebagai 

komoditas. 

C. Arsip (Archive) Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan 

melalui perangkat apapun. Setiap informasi yang diunggah di Twitter, sebagai 

contoh, informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan, sampai 

tahun. Inilah kekuatan media sosial, sebagai bagian dari media baru, yang tidak 

hanya bekerja berdasarkan jaringan dan informasi semata, tetapi juga memiliki 

arsip. 

D. Interaksi (Interactivity) Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya 

jaringan antarpengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan 

pertemanan atau pengikut (follower) di internet semata, tetapi juga harus 

dibangun dengan interaksi antarpengguna tersebut. Interaksi dalam kajian media 

merupakan salah satu pembeda antara media lama (old media) dengan media baru 

(new media). Dalam konteks ini, David Holmes (2005) menyatakan bahwa dalam 

media lama pengguna atau khalayak media merupakan khalayak yang pasif dan 

cenderung tidak mengetahui satu dengan yang lainnya, sementara di media baru 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



45 
 

pengguna bisa berinteraksi, baik diantara pengguna itu sendiri maupun dengan 

produsen konten media. 

E. Simulasi Sosial (Simulation of Society) Media sosial memiliki karakter sebagai 

medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. Media tidak lagi 

menampilkan realitas, tetapi sudah menjadi realitas tersendiri, bahkan apa yang 

ada di media lebih nyata (real) dari realitas itu sendiri. Realitas media merupakan 

hasil proses simulasi, dimana representasi yang ada di media telah diproduksi dan 

direproduksi oleh media menjadi realitas tersendiri yang terkadang apa yang 

direpresentasikan berbeda atau malah bertolak belakang. 

F. Konten oleh Pengguna (User-generated Content) Konten oleh pengguna ini 

adalah sebagai penanda bahwa di media sosial khalayak tidak hanya 

memproduksi konten diruang yang disebut Jordan sebagai “their own 

individualized place,‟ tetapi juga mengkonsumsi konten yang diproduksi oleh 

pengguna lain. Misanya di Youtube, media sosial yang kontennya adalah video, 

memberikan perangkat atau fasilitas pembuat kanal atau channel. Kanal ini 

dimiliki oleh khalayak yang telah memiliki akun. Di kanal ini pengguna bisa 

mengunggah video berdasarkan kategori maupun jenis yang diinginkan ibarat 

sebuah kanal stasiun televisi di perangkat TV, kanal yang dibentuk oleh pengguna 

ini merupakan gambaran atau sebagai model produksi dari TV secara mikro di 

sosial media. 

G. Penyebaran (Share/Sharing) Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang 

dibangun dari dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan 

sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Praktik ini merupakan ciri khas dari 

media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten 

sekaligus menyebarkannya. Penyebaran ini terjadi dalam dua jenis. Pertama 
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melalui konten. Di media sosial, konten tidak hanya diproduksi oleh khalayak 

pengguna, tetapi juga didistribusikan secara manual oleh pengguna lain. Kedua 

melalui perangkat. Penyebaran melalui perangkat bisa dilihat bagaimana eknologi 

menyediakan fasilitas untuk memperluas jangkauan konten, misalnya tombol 

„share‟ di youtube yang berfungsi untuk menyebarkan konten video, baik ke 

platform media sosial lainnya maupun media internet lainnya. Khalayak baru di 

media sosial memiliki kekuasaan sepenuhnya dalam membangun realitas mulai 

dari interaksi, regulasi, struktur, cara berkomunikasi, bahkan bahasa dalam 

berkomunikasi.  

Dampak - dampak penggunaan media sosial: 

1) Dampak Positif. 

a) Sosial media membantu komunikasi seseorang yang mungkin tidak dapat bertemu 

secara langsung dan juga dapat membantu agar tetap terjalinnya komunikasi dengan 

sanak saudara atau teman yang berada jauh/ tidak dapat ditemui secara langsung. 

b) Kita dapat membagi ide dengan orang yang bahkan dari belahan dunia lain.  

c) Sosial media dapat membantu semua penulis dan blogger untuk berhubungan dengan 

klien mereka yang mungkin tidak bisa ditemui secara langsung.  

d) Sosial media dapat menyatukan orang-orang dengan tujuan dan minat yang sama di 

bidang tertentu.  

e) .Sosial media akan mempermudah kita untuk mendapatkan informasi yang terbaru 

dan yang kita butuhkan.  

f) Pemasaran/ penjualan lewat media sosial kini sudah dijadikan salah satu peluang 

usaha yang cukup menjajikan.  
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2) Dampak Negatif. 

a) Sosial media dapat membuat orang menjadi kecanduan, orang-orang menghabiskan 

banyak waktu dengan sosial media. 

b) Sosial media dapat dengan mudah mempengaruhi anak-anak dengan adanya foto, 

video/ konten yang bersifat negatif.  

c) Hubungan sosial seperti hubungan dengan keluarga bisa melemah karena orang 

menghabiskan lebih banyak waktu untuk terhubung dengan orang-orang baru. 

d) Informasi yang kita bagi di media sosial dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu 

untuk melakukan tindak kejahatan seperti, Penculikan, pembunuhan, perampokan dll. 

e) .Beberapa blog atau situs yang berisi tentang hal-hal negatif dapat mempengaruhi 

anak-anak muda untuk menjadi kasar dan dapat melakukan beberapa tindakan yang 

tidak tepat. 

f) Sosial media juga dapat disalahgunakan oleh pengguna itu sendiri. Salah satunya 

dengan membicarakan privasi atau masalah orang lain di media sosial tanpa 

persetujuan orang tersebut.  

Saat ini orang-orang lebih memilih untuk mengatakan sesuatu tentang seseorang 

di media sosial dibandingkan harus bertemu langsung. Beberapa orang bahkan memiliki 

beberapa akun di sosial media yang digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap 

orang lain. Yang membuat orang percaya bahwa ada beberapa orang yang juga ikut 

mendukung aksinya tersebut. Karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan 

dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan 

melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain. 

Karena itu lah maka etika dalam dunia online sekarang ini perlu di tegakkan untuk 

mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia 

online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, 
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terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk 

menyebarluaskan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, 

agama dan ras. 

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami betul tentang apa itu 

kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama di dalam dunia maya, 

di mana di dalam dunia maya banyak orang menganggap dan merasakan tidak adanya 

suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan segala 

macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar hal 22yang 

mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak 

dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak.44 

2. Fungsi media sosial. 

 Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis online dengan 

memiliki banyak pengguna yang tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Media sosial 

umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang, media sosial 

juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan 

kemudahan dalam mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapan pun dan dimana 

pun. Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi media sosial lainnya :  

1) Mencari berita, informasi dan pengetahuan Media sosial berisi jutaan berita, 

informasi dan juga pengetahuan hingga kabar terkini yang malah penyebaran hal-hal 

tersebut lebih cepat sampai kepada khalayak melalui media sosial dari pada media 

lainnya seperti televisi. 

 

44 A.Yudha Prawira, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) 
Berdasarkan Surat Edaran Kapolri NO SE/06/X/2015 
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2) Mendapatkan hiburan Kondisi seseorang atau perasaan seseorang tidak selamanya 

dalam keadaan yang baik, yang ceria, yang tanpa tanpa ada masalah, setiap orang 

tentu merasakan sedih, stress, hingga kejenuhan terhadap suatu hal. Salah satu hal 

11yang bisa dilakukan untuk mengurangi segala perasaan yang bersifat negarif 

tersebut adalah dengan mecari hiburan dengan bermain media sosial.  

3) Komunikasi online Mudahnya mengakses media sosial dimanfaat oleh para 

penggunanya untuk bisa melakukan komunikasi secara online, seperti chating, 

membagikan status, memberitahukan kabar hingga menyebarkan undangan. Bahkan 

bagi pengguna yang sudah terbiasa, komunikasi secara online dinilai lebih efektif dan 

efisien. 

4) Menggerakan masyarakat Adanya permasalah-permasalah kompleks seperti dalam 

hal politik, pemerintahan hingga suku, agama, ras dan budaya (SARA), mampu 

mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu upaya untuk menanggapi 

berbagai masalah tersebut adalah dengan memberikan kritikan, saran, celaan hingga 

pembelaan melalui media sosial. 

5) Sarana berbagi Media sosial sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi informasi 

yang bermanfaat bagi banyak orang, dari satu orang ke banyak orang lainnya. Dengan 

membagikan informasi tersebut, maka diharapkan banyak pihak yang mengetahui 

tentang informasi tersebut, baik dalam skala nasional hingga internasional. 

3. Media Sosial Twitter  

Twitter ialah Jejaring Sosial yang membatasi penggunanya untuk mengirim 

sebuah tweet dengan batas 140 Kata, Tidak lebih. Twitter dengan Facebook mempunyai 

kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya ialah Twitter dan Facebook sama-sama layanan 

Jejaring Sosial yangberguna untuk saling menghubungkan antara pengguna satu dengan 

pengguna lainnya.  
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Perbedaannya ialah Kalau Facebook Membatasi penggunanya mengirim status 

facebook hingga 400 kata lebih, tetapi jika twitter hanya membolehkan 140 kata. Twitter 

didirikan dan diresmikan pada tahun 2006 tepatnya pada bulan maret. Didirikan oleh 

Jack Dorsey. Jejaring Sosial Twitter sudah sangat dikenal oleh setiap orang di dunia. 

Bahkan di Tahun 2014 ini Twitter menjadi salah satu dari 5 besar situs yang paling sering 

dikunjungi oleh banyak orang. 

Popularitas Twitter sangat meningkat pada tahun 2012, di Tahun 2012 sudah ada 

150 juta pengguna aktif di twitter. sejak dicatat. sudah ada Lebih dari 600 juta pengguna 

twitter di tahun 2014 ini. dikutip dari Wikipedia Pada awal 2013 telah ada 350 juta 

kicauan atau tweet perharinya. Twitter pada saat ini menjadi Jaringan Sosial yang paling 

banyak digunakan oleh setiap orang. Bisa dibilang Twitter menjadi saingan dari 

Facebook. Dulu Facebook lah yang sangat terkenal dimata orang, namun semenjak 

kemunculan twitter secara perlahan-lahan Twitter lah yang lebih digemari oleh banyak 

orang.Pendiri Twitter yaitu Jack Dorsey ialah seorang mahasiswa yang bersekolah di 

Universitas New York. 

Dahulu Twitter belum dibuka untuk Umum, melainkan hanya untuk khusus 

layanan para karyawan Ordeo. Twitter baru dibuka untuk umum pada juli 2006. sudah 

ada lebih dari 400rb Kicauan setiap harinya pada 2007, Pada tahun 2010 sudah ada lebih 

dari 75.000 Aplikasi Di twitter.Twitter sudah banyak mengubah tampilan jejaring 

sosialnya mulai dari yang simpel, hingga tampilan yang bagus di tahun 2014 ini. Twitter 

bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ternama seperti Google, Bing, Yandex 

dan Perusahaan lainnya. Twitter memunculkan banyak fitur baru ketika sudah terkenal di 

mata penggunanya.45Fitur-fitur yang terdapat di Twitter ialah sebagai berikut : 

45 TaufiqRahman.2016.Pengertian Media Sosial Twitter.Jaya Pustaka.Bandung. Hal 14-17 
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1) Tweet, Fitur Tweet ini ialah fitu utama di Twitter. Tweet ialah kicauan, yaitu 

untuk mengirim dan melihat kicauan setiap pengguna twitter. 

2) Following, Fitur Following ialah fitur untuk mengikuti teman ataukerabat di 

Twitter, Fitur ini merupakan salah satu Fitur utama di twitter. 

3) Followers, Fitur yang satu ini adalah fitur untuk melihat siapa yang mengikuti 

anda di twitter. 

4) Bio, Fitur Bio adalah fitur yang digunakan untuk mengetahui Pesan Akun Twitter 

anda yang terdapat di Profile. 

5) Profile, Ini juga merupakan fitur utama dari Twitter. Ini adalah fitu runtuk melihat 

Avatar Twitter, Bio twitter danlainnya. Dan masih banyak fitur-fitur twitter 

lainnya yang sangat membantu penggunanya. 

 Twitter sangat memudahkan penggunanya untuk saling menjalin pertemanan 

dengan pengguna lainnya, Di Twitter juga ada Fitur Top Trending yaitu fitur yang 

memudahkan penggunanya untuk melihat kicauan apa yang paling populer dan paling 

sering dikicaukan oleh pengguna Twitter. Twitter pun mempunyai konten Verified 

Account yaitu konten untuk mendapatkan Lencana Akun Verifikasi Di twitter, tidak 

sembarangan orang yang dapat mempunyai Lencana Akun Terverifikasi dari Twitter 

untuk akunnya. Hanya kalangan selebritis, politikus dan orang-orang yang berpengaruh 

pada suatu negara serta orang-orang tertentu. Dahulu sejak pertama munculnya Twitter. 

Twitter membuka layanan Verified Account untuk orang biasa, namunsekarang sudah 

tidak lagi.Logo di Twitter juga dari tahun-ketahun sudah berganti 3 kali. Mulai dari di 

Tahun 2006, 2010 dan 2012. Logo dari Twitter sendiri Bernama Larry Bird. Twitter 

sangat amat bergantung dengan Perangkat lunak yang bersumber terbuka.Halaman 

Utama Situs Twitter merupakan karangan dari Ruby On Rail. Twitter sudah tersedia 
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dalam banyak bahasa, sehingga lebih memudahkan pengguna-pengguna twitter. Twitter 

juga mempunyai keamanan dan privasi, jadi Privasi dari pengguna twitter sangat 

dirahasiakan, Twitter juga menyediakan Fitur penguncian akun. Jadi setiap akun yang 

dikunci oleh penggunanya, maka akun tersebut tidak dapat dilihat oleh siapapun karena 

terlindungi. 

D. Pengertian Penegakan Hukum  

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran 

hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.46 Penegakan 

hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, 

dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut 

merupakan hakekat dari penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga 

unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), 

kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). 

1) Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian 

hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum 

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. 

2) Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. 

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum 

harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena 

hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.  

46 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 160.   
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3) Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan 

keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. 

Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. 

Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam 

praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang 

antara ketiga unsur tersebut. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya 

mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. 

Pandangan- pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan 

tertentu. Misalnya dalam penegakan hukum, terdapat pasangan nilai ketertiban dengan 

nilai ketenteraman. Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Karena nilai 

ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya 

adalah kebebasan. 

Pasangan nilai-nilai yang sudah diserasikan akan dijabarkan secara lebih konkrit 

ke dalam kaidah-kaidah. Kaidah dalam hukum pidana biasanya berisi perintah, larangan 

atau kebolehan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut 

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap 

pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi 

daripada penegakan hukum secara konsepsional.47 Penegakan hukum sebagai suatu 

proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat 

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 

unsur penilaian pribadi. Atas penjelasan tersebut, penegakan hukum bukan semata-mata 

sebagai pelaksana undang-undang, tetapi ada kecenderungan yang kuat bahwa penegakan 

47 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2002, hlm. 4.   
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hukum diartikan sebagai pelaksana putusan-putusan hakim. Apabila pelaksanaan undang-

undang dan pelaksaan putusan-putusan tidak sesuai dengan yang diharapkan akan 

menjadi masalah penegakan hukum dan berakibat mengganggu kedamaian di dalam 

pergaulan hidup. Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya 

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 

faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagi berikut:  

1. Faktor Hukumnya Sendiri  

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang 

berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh: 

a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.  

b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan 

undang-undang.  

c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.  

2. Faktor Penegak Hukum  

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi 

pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum 

yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. 

Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di 

bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.  

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang 

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari 

golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat 
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diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat 

memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi 

dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih 

waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-

kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.  

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang 

seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya 

sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan 

tersebut, adalah antara lain:48 

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan 

siapa dia berinteraksi; 

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;  

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali 

untuk membuat suatu proyeksi; 

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, 

terutama kebutuhan materiel;  

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.  

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum  

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup:49  

1)   Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.  

2)   Organisasi yang baik.  

48 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2002, hlm27 
49 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2002, hlm27 
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3)   Peralatan yang memadai.  

4)   Keuangan yang cukup.  

5)   Dan lain-lain.  

Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan 

mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan 

disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan. 

4. Faktor Masyarakat. 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka 

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat 

sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui 

aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan 

mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, 

memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. 

Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila 

warga masyarakat : 

a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau 

terganggu;  

b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-

kepentingannya;  

c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor 

keuangan, psikis, sosial atau politik;  

d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan 

kepentingan-kepentingannya;  
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5. Faktor Kebudayaan  

Kebudayan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan 

pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. 

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam 

hukum yaitu:  

1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;  

2) Nilai jasmani dan nilai rohaniah;  

3) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.  

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan 

dibahas di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan 

masyarakat Indonesia. 
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